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Kebijakan, Strategi 
atau Program 
Pembangunan/
Pengembangan
Perumahan apa yg
kalian ketahui?

Please Go to Jambord:

https://jamboard.google.com/d/13U
W-liZ4OvfJiwh61JGAUSXRV5Qxbx0zb-
qXhcY0Jh4/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/13UW-liZ4OvfJiwh61JGAUSXRV5Qxbx0zb-qXhcY0Jh4/edit?usp=sharing


Sejarah Singkat Kebijakan Perumahan di Indonesia





Program Perumahan dari Masa ke Masa











https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/jalan-panjang-mewujudkan-
perumahan-rakyat-di-indonesia-dari-sejarah-program-hingga-tantangan

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/jalan-panjang-mewujudkan-perumahan-rakyat-di-indonesia-dari-sejarah-program-hingga-tantangan


Menurt Payne (dalam Bambang Panudju, 1999) masalah
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di
negara-negara berkembang disebabkan oleh kebijaksanaan
dan program pemerintah yang lebih mementingkan perannya
sebagai provider daripada enabler. Karena rumah-rumah yang
dihasilkan oleh pemerintah sangat terbatas, menyebabkan
masyarakat berpenghasilan rendah harus mengusahakan
sendiri perumahan yang mereka perlukan. Ketidaksesuaian
antara pengadaan dan kebutuhan lahan perumahan tersebut
mengakibatkan timbulnya rumah-rumah liar di berbagai kota
besar di negara-negara berkembang.
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• “Perumahan dan Permukiman Skala Besar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PPSB MBR) merupakan salah satu solusi untuk
pemenuhan perumahan bagi masyarakat. Hal itu diperlukan untuk mengejar kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di 
Indonesia.

• Program Sejuta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi
masyarakat yang dicanangkanoleh Presiden Joko Widodo di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2015 lalu. Dalam program 
tersebut, pemerintah mentargetkan pembangunan satu juta unit rumah bagi masyarakat yang terbagi dalam dua sektor yakni rumah
untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 70 persen dan sisanya 30 persen adalah rumah untuk non MBR.

• “Program Sejuta Rumah adalah program yang menggerakkan seluruh stakeholder perumahan baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, sektor swasta baik perbankan maupun pengembang dari berbagai aosiasi serta masyarakat luas untuk membangun rumah
sebanyak-banyaknya secara kolaboratif. Targetnya adalah minimal satu juta unit setiap tahunnya

• pelaksanaan pembangunan perumahan di Indonesia sangat membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan.

• seluruh stakeholder perumahan kembali ingat akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintahbergerak dalam penyusunan
perijinan yang kemudahan investasi, pengembang membangun rumah dengan kualitas yang baik, perbankan menyalurkan bantuan
pembiayaan perumahan untuk masyarakat.

• Berbagai program seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penyaluran bantuan prasarana , sarana dan 
utilitas (PSU) rumah bersubsidi, kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi serta dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta melalui
CSR juga terus dilaksanakan. Kebijakan di sektor perumahan juga terus dipermudah dengan penyederhanaan pengusulan bantuan
perumahan melalui aplikasi Sistem Bantuan Perumahan (SIBARU).

• Capaian PSR per 30 Juli 2021 adalah sebesar 515.107 unit yang terdiri dari 451.506 unit rumah MBR dan 63.601 unit rumah non MBR. 
Pada tahun 2015 capaian Program Sejuta Rumah sebanyak 699.770 unit rumah, 2016 (805.169 unit rumah), 2017 (904.758 unit rumah), 
2018 (1.132.621 unit rumah) dan 2019 melonjak menjadi 1.263.634 unit rumah). Sedangkan tahun 2020, diperoleh capaian sebanyak
956.217 unit rumah. Adapun total secara keseluruhan capaian Program Sejuta Rumah mulai tahun 2015 hingga Juli 2021 ini sebanyak
6.286.274 unit rumah di seluruh Indonesia.

https://perumahan.pu.go.id/news/peringatan-hari-perumahan-nasional-hapernas-tahun-2021-kementerian-pupr-kolaborasi-
pembangunan-perumahan-sangat-diperlukan

https://perumahan.pu.go.id/news/peringatan-hari-perumahan-nasional-hapernas-tahun-2021-kementerian-pupr-kolaborasi-pembangunan-perumahan-sangat-diperlukan


Arah Kebijakan Sektor Perumahan
11 Februari, 2021|Tantangan Penyediaan Perumahan

Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem
penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, 
penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi
Perumahan Khusus.

Arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan RPJMN Sektor Perumahan Tahun 2020 – 2024
Arah kebijakan dalamrangka penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan layak, aman dan 
terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Strategi dilakukan melalui tiga pendekatan
utama, yakni pendekatan dari sisi permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side), dan enabling 
environment.

https://perkim.id/category/tantangan-penyediaan-perumahan/


•Strategi dari sisi permintaan (demand side) melalui:
• Pemantapan sistempembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan

perumahan yang murah, termasuk optimalisasi permanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti
Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan dana jaminan sosial/ pensiun

• Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan
• Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan 

membangun rumah secara swadaya.
•Strategi dari sisi pasokan (supply side):

• Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dengan
sistem transportasi

• Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui inclusive urban renewal dan konsolidasi
tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan

• Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan
infrastruktur dasar permukiman

• Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman di perkotaan

• Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR
•Strategi dari aspek enabling environment:

• Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan
• Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan
• Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
• Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha

https://perkim.id/tantangan-penyediaan-perumahan/arah-kebijakan-sektor-perumahan/

https://perkim.id/tantangan-penyediaan-perumahan/arah-kebijakan-sektor-perumahan/


PLBK: Community Planning dalam Pembangunan 
Perumahan dan Permukiman

• Perencanaan berbasis komunitas (community planning) adalah suatu proses perencanaan yang
menghimpun berbagai pihak (stakeholder), mulai aparat penyelenggara negara (eksekutif,
legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniawan, dunia usaha, kelompok profesional, dan
organisasi-organisasi non pemerintah.

• Di Indonesia, perencanaan berbasis komunitas diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan berbasis komunitas dalam peraturan
tersebut didefinisikan sebagai berikut “Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka
adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki”. Undang-undang ini juga
menjelaskan bahwa “partisipasi masyarakat” adalah bentuk keikutsertaan untuk
mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan
perumahan dan permukiman.

• Perencanaan berbasis komunitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman umumnya
dilaksanakan di tempat atau lingkungan yang memiliki kelompok masyarakat yang cukup
kompleks. Lingkungan tersebut adalah perumahan maupun permukiman yang merupakan
tempat komunitas-komunitas ini bertempat tinggal dan berkehidupan. Di Indonesia terdapat
kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan berbasis komunitas dalam pembangunan
perumahan dan permukiman, yaitu adalah Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis
Komunitas (PLPBK) atau Neighborhood Development. Lokasi sasaran PLPBK lebih difokuskan
kepada kelurahan/desa yang memiliki kawasan permukiman padat, kumuh, dan miskin yang
menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam penataan lingkungan permukiman.



Tujuan dari adanya PLPBK adalah “Mewujudkan perbaikan kualitas
hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman
yang teratur, aman, dan sehat”. Dalam mencapai tujuan tersebut,
dibentuk strategi-strategi yaitu:
• Mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan kelompok peduli

(masyarakat) melalui proses perencanaan partisipatif yang 
berorientasi pada ruang.

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun
pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan
kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan dan mandiri

• Mendorong perubahan perilaku dan sikap masyarakat melalui
proses penataan lingkungan permukiman yang sehat, teratur, dan 
aman.

https://perkim.id/perumahan/plbk-community-planning-dalam-pembangunan-perumahan-dan-permukiman/

https://perkim.id/perumahan/plbk-community-planning-dalam-pembangunan-perumahan-dan-permukiman/


Yuk Diskusi!!!

• Setiap Kelas (A,B,C,D) masuk ke
breakoutroom -> 15-20 menit

• Cari contoh atau studi kasus
terkait penerapan kebijakan atau
strategi pembangunan
perumahan di Indonesia

• Masuk ke jambord: 
https://jamboard.google.com/d/1
3UW-
liZ4OvfJiwh61JGAUSXRV5Qxbx0zb
-qXhcY0Jh4/edit?usp=sharing

• Perwakilan/Team Leader 
mempresentasikan di main room

https://jamboard.google.com/d/13UW-liZ4OvfJiwh61JGAUSXRV5Qxbx0zb-qXhcY0Jh4/edit?usp=sharing

